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... .BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : |4 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA
BUPATI MALUKU TENGAH

bahwa untuk melaksanakan ketentuan . Pasal & ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, perlu  menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penctapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tabun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Swatantra Tingkat If Dalam Wilayah
Dacrah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851); :

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku
Tenggara Jo Undang-Undeng Nomor 6 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten
Maluku {Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 174,
bar Negara Nomor 3696);
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- Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lémbaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tammbahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nemor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4350); : '

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4355);

- Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Penllerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 4438};

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5234);
10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

11,

Lembaran Negara Nomor 244) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wila: Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon {Lembaran
Negara Tah A? Nomor 20, Tambahan bcmt_naran Negara Nomor

13137);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

" (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lerabaran

Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor $4 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lefmbaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5272);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20Iltentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 310};

Peraturan teri Dalam Neger Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedom: is Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, '



‘enetapkan

22,

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemenntah ljé.crah;

Peraturan Daerah Kabupaten ﬁaluku Tengah Nomor 16 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
Pen:xcrintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah  rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan
clemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan
pembiayaan, sisa lebih/kurangpembiayaan anggaran yang
masing~;asli:i diperbandingkan dengan anggarannya
10d

dalam s: e.
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Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang,

10.

11.

12.

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporanyang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi,dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pe}aporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan pepurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan  dalam  pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan  periode
sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai-
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang dpspjikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan
LAK dal ka pengungkapan yang memadai.
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Pasal 2

.. Sistem_Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamr- -

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam

rangka :

a. Penyusunan Sistem Akuntansi PemerintahDaerah
Kabupaten Maluku Tengah . mengacu pada SAP berbasis
Akrual; dan -

b. penerapan  statistik  keuangan pemerintah  untuk
penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan

pemerintah secara nasional.

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pasal3

(1) Bupati menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada
Pemerintah DaerahKabupaten Maluku Tengah berdasarkan

=" Pedoman Umum Sistern Akuntansi Pemerintahan,

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku
Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 4
Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasalS
Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat ( 1), ghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD).
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BAB III

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD} sebagai

‘bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {LPSAL);
Neraca;

Laporan Arus Kas (LAK);
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan

a.
b

c

d. Laporan Operasional {LO);

e

f.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BABIV
KONSOLIDAS! FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU

‘TENGAH '

Pasal8

Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan
penggabungan data keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah dacrah untuk kebutuhan informasi fiskal dan
statistik secara nasional.

Penyusunan  Sistem Akuntansi Pemerintahan pada
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 harus memperhatikan
kebutuhan finformasi yang diperlukan dalam rangka

" konsolidasi dan statistik keuangan secara nasional.



(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsolidasi fiskal
dan statistik keuangan pemerintah diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

BABV
PENUTUP
- Pasal 9

Peraturan Bup.{ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Ditetapkan di Masohi
pada tanggal (0 April 2015 /

b
IBRAHIM YMARELLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR |82
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